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RINGKASAN

 Kasus Perceraian dari waktu ke waktu tampaknya terus meningkat.
Kesakralan dan makna perkawinan sepertinya sudah tidak lagi berarti. Perceraian
terkadang tidak bisa dihindari :arena sudah tidak ada kecocokan lagi antara suami
istri, jika tetap dipaksakan dalam perkawinan maka akan dapat merusak semua
pihak baik pihak istri maupun suami. Salah satu alasan perceraian yang kerap kali
terjadi dan sering diajukan oleh pihak istri adalah syigag, yaitu perselisihan,
percekcokan dan permusuhan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami
istri. Khusus dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya
perselisthan dan pertengkaran terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompiiasi Hukum Islam),
maka agar Majelis Hakim mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap
tentang penyebab dan seluk beluk perselisihan itu, untuk dijadikan sebagai bahan
dalam upaya mendamaikan, undang-undangpun memerintahkan agar
menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu untuk
didengarkan keterangannva (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975). Bahkan untuk perkara syigag Majelis Hakim dapat menunjuk
keluarga kedua belah pihak untuk diangkat sebagai hakam, hakam inilah vang
secara intensif akan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak vang hastinya
kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim (Pasal 76 avat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989).

Issue hukum inilah yang diangkat dalam skripsi dengan judul
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI KELUARGA DALAM
PERKARA SYIQAQ (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor
997/Pdt.G/2003/PA.Jr)”. Untuk itu dalam skripsi masalah yvang hendak dibahas
adalah bagaimana peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan
- syigaq serta bagaimana kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam
perkara perceraian dengan alasan syigag menurut hukum pembuktian?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisa

dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yakni untuk mengetahui
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peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan syigaq, serta
untuk mengetahui kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam
perkara perceraian dengan alasan syigag menurut hukum pembuktian.

Berkaitan dengan tujuan dan permasalahan yang dirumuskan, maka
dalam membahas permasalahan tersebut, perlu dibantu dengan suatu metode,
sehingga obyek telaah penulisan skripsi ini adalah hukum normatif. Pendekatan
yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud. Selanjutnya sumber
bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan vyang bersifat mengikat dan bahan hukum
sekunder yaitu berupa literatur. Metode pengumpulan bahan hukum adalah
dengan menggunakan studi literatur dan wawancara, kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif,

Dari pembahasan penulis secara umum menghasilkan kesimpulan
bahwa saksi keluarga memegang peranan yang penting dalam perkara perceraian
dengan alasan syigaq, sebab keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk
menyelesaikannya. Saksi keluarga juga berkedudukan sebagai saksi, yang
diharapkan dapat memberikan kejelasan peristiwa mengenai perselisihan yang
terjadi antdra suami istri. Hakim dalam menilai pembuktian saksi wajib
mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan oleh para pihak berperkara
itu, kemudian mengkualifisir peristiwa tersebut dan akhirnya memberikan
hukumnya (mengkonstitusinya) terhadap peristiwa vang diajukan oleh pihak itu.
Sehingga nilai pembuktian kesaksian sepenuhnya diserahkan kepada hakim,
dimana hakim bebas menilai kesaksian tersebut.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah pihak Pengadilan harus bersikap
tegas dalam menghadirkan saksi keluarga di Pengadilan. Akhimya untuk lebih
memfungsikan saksi sebagai alat bukti di depan Pengadilan maka masyarakat
~ diharapkan dapat memberikan kesaksian secara Jujur sebagai saksi dengan ikhlas

dan penuh tanggung jawab.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada dasarnya ditujukan untuk selama hidup dan
kebahaglaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal
dan bahagia itulah yang dituju. Akan tetapi dalam perjalanan kehidupan rumah
tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan
kehidupan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami
istri putus karena perceraian.

Perselisihan dan pertikaian dalam rumah tangga pada dasarnya tidak
diinginkan oleh semua orang apalagi kalau diakhiri dengan perceraian. Kondisi
rumah tangga semacam ini kadangkala bisa teratasi baik oleh kedua belah pithak
maupun melibatkan pihak lain. Namun tidak jarang pula pertikaian itu terjadi
yang akhirnya sampai ke tingkat perceraian.

Perbedaan yang sepele antara suami istri bisa saja menjadi penyebab
perceraian, konflik kecil dan ketidakcocokan dianggap sebagai bukti bahwa
keutuhan keluarga tidak dapat diperbaiki dan sebuah keluarga memang harus
runtuh.

Perceraian adalah kata yang sangat mengerikan untuk didengarkan atau
diucapkan. Kata perceraian seringkali muncul dalam pikiran suami atau istri yang
mulai menghadapi masalah dalam perkawinan mereka. Masalah memang pasti
akan muncul pada pasangan suami istri yang mengarungi bahtera pernikahan.

Suami istri yang akhirnya memutuskan untuk memilih perceraian sebagai
pilikan terakhir, maka mereka Japat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama
bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang non Islam.

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, apabila diajukan oleh
suami biasanya berupa permohonan (cerai talak), apabila diajukan oleh istri yaitu
berupa gugatan (cerai gugat). Alasan perceraian yang dapat diajukan oleb istri
salah satunya adalah syigaqg. Pengertian syigaqg ini telah dirumuskan dalam . -<al
76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana dikemukakan bahwa



syigaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.
Maka perlu ditegaskan bahwa perceraian disini adalah bukan perkara perdata
biasa, tetapi perkara perdaia khusus yang menyangkut kemelut rumah tangga,
sehingga penanganannya tidak seperti menangani perkara perdata biasa.

Penanganan perkara biasa misalnya perkara waris, hibah, wasiat, bila _‘

hakim menemukan pihak-pihak yang benar dalil-dalilnya karena diciukung dengan :

bukti-bukti yang sah dan kuat maka untuk selanjutnya hakim akan memenangkan
perkaranya semata-mata berdasar kebenaran formil. Lain halnya dengan perkara
perceraian, majelis hakim tidak semata-mata melihat kebenaran formil akan tetapi
yang dilihat apakah rumah tangga antara suami istri sudah pecah atau tidak, tidak
semata-mata melihat pada alat-alat bukti. Jika rumah tangga mereka sudah pecah
maka sulit untuk bisa disatukan kembali, sehingga hakim akan mengabulkan
gugatan perceraian. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 ditegaskan bahwa dalam
perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan, tetapi vang perlu
dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak,
karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan
lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh,
sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pthak yang menginginkan
perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap
pecah.

Tata cara pemeriksaan apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan
sviqug (perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus), hakim harus
memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Hakim
meminta kepada para pihak, siapa keluarga dekat mereka. Jika ternyata kelvarga
dekat ada atau jauh dan sulit untuk menghadirkan, hakim dapat meminta siapa-
siapa orang yang dekat dengan suami istri. Setelah hakim memiliki daftar siapa
keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri, hakim memerintahkan kepada
para pthak untuk menghadirkan mereka sebagai saksi dalam persidangan.

Kesaksian saksi keluarga sebagai alat bukti diperlukan oleh para pihak
berperkara untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat atau dalil-dalil
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bantahan Tergugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima atau ditolak.
Karena hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum, dalam hal ini
Pengadilan Negeri juga berlaku di Pengadilan Agama (Pasal 54 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989), maka segala ketentuan mengenai kesaksian sebagai salah
satu alat bukti yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadapnya.

Pola hubungan masyarakat yang cenderung berubah dari pola paguyuban
ke pola patembayan, dari hubungan kentalnya kekerabatan dan kekeluargaan,
kepada sikap individualistik/individual, acuh tak acuh pada persoalan pribadi
orang lain (terlebih dikota besar/modern), maka ketika sebuah keluarga (suami
istr1) mengalami konflik, di saat itu pula pihak keluarga (sekalipun keluarga
dekat) menjadi tidak tahu dan atau tidak mau tahu terhadap keadaan tersebut,
ditambah lagi dengan tempat tinggal yang berjauhan, sendiri-sendiri antara satu
keluarga dengan keluarga vang lain yang masih berhubungan famili dekat,
ditambah lagi sikap ketidakpedulian sesama tetangga dekat dengan alasan tidak
mau mencampuri urusan pribadi orang lain, sehingga sulit untuk menghadirkan
mereka secara sukarela.

Hal ini menyebabkan sulitnya mendapatkan informasi vang cukup dari
suatu konflik yang terjadi pada suami istri tersebut. Kelanjutan dari keadaan ini
adalah kesulitan pihak keluarga dekat suami istri yang sedang bermasalah untuk
dimintai upaya mendamaikan sehingga kecenderungan suami istri bermasalah
adalah meminta untuk berkonsultasi dengan individu dan atau lembaga konsultasi/
konseling atau lembaga hukum vang profesional untuk masalah-masalah mereka
tersebut.

Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menvebutkan
bahwa dalam pasal tersebut terdapat perkataan “harus” vakni keterangan saksi-
saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang vang dekat dengan suami istri
“wajib” diperiksa terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusan. Oleh
karena sifat pemeriksaannya imperatif, jika diabaikan mengakibatkan
pemeriksaan dan putusan batal demi hukum, karena telah dilalaikan tata cara
memeriksa dan mengadili perkara menurut tata cara yang ditentukan undang-

undang atau undue process. Dari uraian tersebut sangat jelas diketahui pentingnya



peranan saksi keluarga dalam perkara syigag, oleh karena itu pemeriksaan
terhadap mereka merupakan “syarat sahnya” pemeriksaan. Kelalaian atas
pelaksanaannya dianggap merupakan pelanggaran terhadap tata cara mengadih
vang ditentukan undang-undang,

Hakim dengan alasan yang sedemikian kuat memerintahkan kehadiran
pthak keluarga atau orang dekat secara resﬁi, dan jika perlu secara paksa dalam
hal mereka tidak mau hadir dengan sukarela. Kewenangan hakim menghadirkan
mereka untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara svigag adalah ex officio.
Tidak perlu atas permintaaan para pihak.

Hakim dalam perkara syigag dapat pula mengangkat hakam dari kedua
belah pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 avat (2) vang berbunyi “Pengadilan
setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri
dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun
orang lain untuk menjadi hakam™.

Pengangkatan Hakam ini tidak lain adalah untuk menyelesaikan perkara
sampal tuntas, dapat berupa salah satu diantara dua kemungkinan merukunkan
kembali atau menceraikan antara suami istri vang dihakami itu. Hakamain
dengan sekuat tenaga harus berusaha mencari jalan keluar untuk memulihkan
situasi damai kembali rumah tangga yang sedang dalam kegoncangan itu
dengan mengadakan pendekatan secara langsung (ikhtila’) dengan masing-
masing pihak. serta meneliti faktor-faktor penyebabnya dan mencarikan jalan
pemecahannya demi keutuhan rumah tangga itu dan masa depan anak-anak
mereka (A.M. Imron, 1979: 38-39)

Pihak keluarga yang didudukkan sebagai saksi dikhawatirkan dalam hal
int akan berpengaruh pada objektivitas kesaksiannya di dalam persidangan,
mengingat keluarga adalah orang-orang terdekat para pihak. Hakim selain dalam
mempertimbangkan nilai suaw kesaksian, juga harus memberikan perhatian
khusus pada kesaksian-kesaksian tersebut satu sama lain. Lalu bagaimana
kemudian hal tersebut diterapkan pada permasalahan vang ada dalam hal kekuatan
nilai pembuktian hakim terhadap alat bukti saksi keluarga vang merupakan satu-
satunya pthak yang memberi kejelasan akan segala peristiwa vang terjadi dalam
perselisihan dan pertengkaran suami istri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebth

mendalam mengenai hal-hal vang dikemukakan di atas dan memformulasikan



judul: “KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI KELUARGA
DALAM PERKARA SYIQAQ” (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember
Nomor 997/Pdt.G/2003/Pa.Jr)

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian di atas, perlu adanya batasan (ruang lingkup) dalam
penulisan skripsi ini guna menghindari adanya penulisan yang menvimpang dari
pokok permasalahan yang ada. Pembahasan skripsi ini dikhususkan mengenai
peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan svigagq, untuk itu
perlu dilihat bagaimana kekuatan pembuktian dengan saksi keluarga dalam

perkara svigaq.

[.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan 2 (dua)
permasalahan pokok yang penting untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini,
yaitu:
I. bagaimana peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan
syigaq?
2. bagaimana kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam perkara

perceraian dengan alasan svigag menurut hukum pembuktian?

1.4 Tujuan Penulisan
tujuan penulisan vang hendak dicapai oleh penulis adalah
[. untuk mengetahui dan mengkaji peranan saksi keluarga dalam perkara
perceraian dengan alasan syigag;
2. untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi
keluarga dalam perkara perceraian dengan aiasan svigag menurut hukum

pembuktian.



1.5 Metodologi

Metodologi digunakan agar karya ilmiah sesuai dengan tujuan penulisan
karya ilmiah dan dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis
dan konsisten (Soekanto dan Mamudji, 1990: 1). Penulisan skripsi ini
menggunakan metode berupa pendekatan hukum normatif dimana hukum
dikonsepsikén sebagai kaidah-kaidah positif berlaku pada suatu waktu tertentu
dan tempat tertentu, terbit sebagai suatu sumber kekuasaan politik tertentu vang
berlegitimasi (Subroto, 1992: 41).Terurai dalam pendekatan masalah, sumber

bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam
penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif
adalah suatu pendekatan masalah berdasarkan kajlan terhadap peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi dan teori hukum (doktrin hukum) yang
dikemukakan oleh sarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil
hasil kajian dengan menggunakan metode yuridis normatif menjadi landasan

berpikir untuk menganalisa pokok permasalahan vang muncul.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian vang dipergunakan
untuk memecahkan masalah vang ada. Bahan hukum vang diperoleh diharapkan
dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum vang diperoleh terdini dan
bahan hukum primer dan sekunder.
a. Baban Heknm Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar atau bahan asli yang
diperoleh peneliti dari tangan pertama atau dari sumber asalnya vang pertama dan
belum diuraikan orang lain. Bahan hukum primer ini dari membaca peraturan
dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum (Soemitro, 1990:
I'1) yang terdiri dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, HIR serta

-‘ri,!.



semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Agama.
Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan,
dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah.
Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan

jawaban dalam pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan
hukum primer (Soemitro, 1990: 11). Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari
hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang

mendukung untuk membahas permasalahan.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
a. Studi Literatur

yaitu pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari konsepsi-konsepsi,
teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan vang berhubungan dengan pokok
permasalahan (Soemitro, 1990: 98). Dalam pengumpulan data ini Penulis
membaca, menilai dan mengkaji semua perundang-undangan vang berkaitan
dengan Peradilan Agama, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat yang berkaitan
dengan pokok masalah
| b.Wawancara

Pengumpulan bahan hukum dengan wawancara dilakukan dengan

mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak vang berkompeten dan
berhubungan dengan permasalahan vang ada, yang bertujuan untuk mendukung
pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini sehingga nantinya benar-

benar mewakili pokok permasalahan vang akan dibahas.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum vang dilakukan dalam penulisan skripsi ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan



cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperoleh baik dari lapangan
maupun dari kepustakaan kemudian dianalisis menurut landasan dan teori hukum
vang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil analisis itu selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan
metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum
menuju pembahasan yang bersifat khusus. Dapat diartikan pula sebagai suatu
pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju
permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990: 98)



BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Perkara Syiqaq
Fakta tentang perkara syigag dalam perkara cerai gugat dapat dijelaskan
sebagai berikut: 7 l

Pasangan suami istri yaitu Puji Utami (32 tahun) dan Ali Sobri (35 tahun)
yang telah menikah pada tanggal 10 September 1995 dan dikaruniai 2 orang anak
bernama Gifari Alta Choironi dan Gifara Alita Syaharani. Setelah pernikahan,
rumah tangga keduanya berjalan dengan baik dan telah hidup rukun sebagai suami
isfri, dan terakhir keduanya mengambil tempat kediaman bersama di rumah
kontrakan. Akan tetapi sejak 4 bulan lamanya rumah tangganya mulai goyah,
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Ali Sobri.
sang suami selalu memaksa kehendaknya untuk tinggal di rumah orang tuanya,
sedang istrinya tidak kerasan bila berada di sana, karena tidak cocok dengan
keluarga suami. Perselisihan dan pertengkaran antara keduanya makin lama makin
memuncak, hingga Puji Utami perg; meninggalkan tempat kediaman bersama
tanpa pamit suaminya, dan berada di rumah orang tuanya sendiri.

Keduanya sejak itu telah hidup berpisah selama 1 bulan, sehingga selama
kurun waktu tersebut tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknva suami istri
Sang istri-Puji Utami telah berusaha dengan segala upaya mempertahankan
kehidupan rumah tangganya untuk hidup rukun kembali dengan suaminvya-Ali
Sobri tetapi tidak berhasil. Sang 1stri-Puji Utami akhirnva sudah tidak sanggup
lagi hidup bersama membina rumah tanggu dengan suaminya-Ali Sobri.

Alasan alasan sebagaimana tersebut di atas vang diyjadikan dasar bagi Puji
Utami-Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Jember
dengan tuntutan antara lain vaitu:

- mengabulkan gugatan Penggugat:
- menyatakan jatuh talak satu ba’in dari Tergugat kepada Penggugat:
- membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

9
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subsidair:

- atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pemeriksaan persidangan di Pengadilan, Majelis Hakim berupaya uniuk
mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap
bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, namun dalam jawabannya Tergugat
menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan keberatan bercerai dengan
Penggugat. Penggugat selanjutnya mengajukan bukti berupa foto copy kutipan
akta nikah Nomor 312/75/IX/1995 Tanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan
oleh KUA Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selain itu juga mengajukan
scorang saksi yang bernama Suraji, dan bahwa saksi adalah ayah kandung
Penggugat sedang pihak Tergugat mengajukan saksi bernama Mujali, yang juga
ayah kandung Tergugat.

Majelis Hakim melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat semakin memuncak dan saksi dari pihak Tergugat menyatakan
kesanggupannya untuk merukunkan keduanya. Majelis Hakim selanjutnya:

- mengangkat Hakam min Ahli Hima (hakam dari keluarga masing-masing) vaitu
dengan tugas untuk merukunkan kedua belah pihak vang hasilnya agar
dilaporkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan mendatang, akan tetapi
kedua hakam tersebut menyatakan tidak berhasil.

- kemudian Majelis Hakim mengangkat Hakam min Jihatil Hakim vaitu hakam
yang ditunjuk dari usaha hakim yang diambil dari orang vang bukan keluarga
kedua belah pthak yang mempunyai tugas untuk mengupavakan perdamaian
secara maksimal di luar persidangan, agar Penggugat mau rukun kembali
sebagai istri Tergugat dan kemudian hasilnya harus dilaporkan kepada Majelis
Hakim pada persidangan yang telah ditentukan, namun hal ini tidak
memperbaiki keadaan.

Pokok perkaranya dipertimbangkan sebagai berikut: majelis hakim
melihat perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak vang berlarut-
larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya
sudah tida' harmonis lagi dan tidak dilandasi kasih sayang, sehingga antara

keduanya tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai
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tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor
I Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman
Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak tercapai. Perkawinan mereka dengan
demikian tidak layak untuk tetap dipertahankan.

Majelis Hakim dalam pertimbangan yang lain Juga mendasarkan pada
.Yun'sprudensi iAahkamah Agung R.I. Nomor 237.K/AG/1998 Tanggal 17 Maret
1999 diangkat suatu abstraksi hukum bahwa sepasang suami istri vang telah
cekeok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama
dalam satu tempat kediaman bersama dan istripun tidak berniat meneruskan
kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut
dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan
perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas berpendapat bahwa
Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan perceraiannya sesuai
hukum. Putusan Pengadilan Agama Nomor 997/Pdt.G/2003/PA.Jr akhirnya
mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya berbunyi:

- mengabulkan gugatan Penggugat;
- menjatuhkan talak satu ba’in dari Tergugat kepada Penggugat;
- serta membebankan biava perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 162 000.00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan skripst 11 adalah
sebagai berikut:
1. Al-qur’an
a. Surat 2, Al-Baqarah, ayat 282, yang terjemahannya:

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
(diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua
orang perempuan dari saksi-saksi vang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa
maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil . (Tafsir Departemen Agama R.1., 1984
70)



b. Surat 4, An-Nisa’, ayat 35, yang terjemahannya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah

seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui Lagi Maha Mengenal ( Tafsir Departemen Agama R 1., 1984: 123)

2. Hadits Rasulullah yang artinya:

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: “Perbuatan halal yang
sangat dibenci Allah azza wajalla ialah thalag” (HR. Abu Dawud dan Hakim
dan dishahkan olehnya)

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Undaug-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

S5.HIR

6. Buku IV BW Bab Ketiga tentang Pembuktian dengan saksi-saksi

7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

8. Kompilasi Hukum Islam

9. Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1979 No. 1282K/Sip/
1979

10. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1988 No. 109/K/AG/1987

I1.Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.PTA.m/Hk
03.5/1745/2004

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Syigaq Merupakan Bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata.
melainkan ikatan suci vang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah.
Sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan
harus dipelihaia dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan
perkawinan dalam [slam yakm terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa
rahmah) dapat terwujud. Namun sering kali apa vang menjadi tujuan perkawinan

Kaudas di perjalanan, perkawinan harus putus di tengah jalan dan perceraian



menjadi satu-satunya jalan. Hukum Islam mengenal beberapa macam bentuk
perceraian salah satunya adalah svigag.

Syigag adalah krisis memuncak vang terjadi antara suami istri
sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan
pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua
belah pihak tidak dapat mengatasinya (Ghazaly, 2003: 241)

Rasyid Ridha dalam 7afsir Al-Manar (1t:77) menyebutkan syigag adalah
perselisihan antara suami dan istri, perselisiban ini mungkin disebabkan karena
istri nusyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniava kepada
istrinya.

Sayid Sabiq (dalam Manan, 2000: 237) mengkategorikan perceraian karena
svigag ini sebagai perceraian karena dharar atau membahayakan. Lebih lanjut
beliau inengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad berpendapat sekiranya
istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya, maka ia dapat mengajukan
gugatan perceraian ke hadapan hakim agar perkawinannya diputus karena
perceraian. Adapun bentuk dharar menurut Imam Malik dan Ahmad adalah
suami suka memukul, suka mencaci, suka menyakiti badan Jasmani istrinya
dan memaksa istri untuk berbuat mungkar.

Mazhab Syafi’iyah, seperti dikemukakan oleh Zakaria al-Anshori dan

Sarbini bahwa svigaq itu tidak lain adalah perselisihan antara suami istri, dan
perselisthan ini sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan
apabila perkawinan tersebut diteruskan (isvtidaadusy svigag). Menurut M. Yahya
Harahap (2003 244) apa vang dikatakan svigag telah dirumuskan dalam Pasal 76
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dikemukakan bahwa svigag adalah
perselisthan vang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Jika perkataan
svigag ditelusuri, dapat dirujuk dalam Al-qur'an sebagaimana yang tercantum
dalam Surat An-Nisa™ 335.

Syiqug menurut istilah syar’i artinya keadaan perselisthan suami istri yang

dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya

perkawinan. sehingga karena itu maka diangkatlah dua orang juru pendamai
(hakam) guna menyelesaikan perselisihan tersebut (Imron.A.M., 1979: [8)

Svigag menurut pendapat dari kalangan fuqaha’ dalam beberapa kitab

fikih seperti Svargawi 117 hal 373 yang artinya: Pengangkatan Hakam (perkara

sylqaq) tidak semata-mata karena gugatan masing-ma ing pihak, tetapi tergantung

pada adanya perselisihan yang memuncak antara suami istri. Kitab Qalyuby 111 hal
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306 menyebutkan  apabila perselisihan telah memuncak antara suami istri, yaitu
selalu saling mencela dan memukul dst. Dalam Kitab Khulashotut Tiryag hal 62
disebutkan: apabila suami menolak untuk menjatuhkan talak sedang dari pihak
istri menolak untuk taat, maka perkara tersebut masuk perkara syigag.

Tafsir Ayatil Ahkam oleh Muhammad Ali As-Shabuni menyebutkan
bahwa arti syigag sebagai berikut: “.syidaq yaitu perselrisihan dan permusuhan,
sedang kata ini diambil dari kata “syiqqun™ yang artinya “sisi”. Dan (perselisihan
suami-istri ini disebut demikian) karena masing-masing pihak dari yang berselisih
ini berada pada sisi yang berbeda, karena adanya permusuhan dan pertentangan.

Majelis Hakim dari gambaran ini semua berhak menentukan apakah
perkara yang bersangkutan telah termasuk dalam kategori svigag ataukah belum.
Saksi ataupun keluarga disinilah yang nantinya akan berperan dalam proses
perkara tersebut.

Dari paparan yang telah disebutkan dalam berbagai pengertian diatas
svigag adalah perselisihan atau menurut istilah figh berarti perselisihan suami istri
yang diselesaikan oleh 2 (dua) orang hakam, satu orang dari pihak suami dan satu
orang dari pihak istri. Syigag dan penyelesaiannya diatur dalam surat An-Nisa’
ayat 35. Ayat ini mengatur tentang tata cara penyelesaian jika terdapat
kekhawatiran terjadi syigag antara suami istri, yaitu dengan jalan masing-masing
pthak mengajukan seorang hakam, vang berarti seorang hakam dari pihak istri dan
seorang hakam dan pihak suami

Hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari ishlah atau perbaikan
dengan memperhatikan kepentingan pihak vang menunjuknya. Kemudian
mencari kesepakatan pendapat antara keduanya. Sehingga dengan demikian
kedua hakam itu dapat kita perbandingkan sebagai arbiter atau perantara
dalam mencari perbaikan (Thalib, 1986: 95-96)

Kedua hakam itulah yang berupaya untuk mendapatkan keterangan dari
kedua suami istri yang dalam syigag itu. Putusan kedua hakam tersebut diatas
dapat berupa mengusahakan perbaikan dan utuhnya kembali perkawinan suami
istri itu dan dapat pula kedua hakam itu menyatakan sepakat untuk putusnya
tkatan perkawinan yang diurusnya itu. Apabila jalan vang ditempuh untuk

mengupayakan perdamaian tidak berhasil, akan tetapi kedua Hakam tersebut tidak
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dapat memutuskan perkawinan mereka, tetapi hanya terbatas untuk membuat
laporan kepada Majelis Hakim yang menyidangkannya.

Kedua hakam itu apabila tidak mendapatkan kesepakatan, yang satu
mengatakan  sebaiknya diceraikan dan yang lainnya menginginkan
diteruskannya hubungan perkawinan itu, maka Hakim tidak dapat mengambil
putusan untuk menceraikan mereka atau untuk tidak menceraikan mereka.
Dan keadaan yang demikian, Hakim dapat membubarkan kedua hakam itu dan
menunjuk berdasarkan pertimbangannya sendiri 2 (dua) hakam lain (Thalib,
1986: 96)

Kedua hakam apabila berhasil mendamaikan kedua suami istri itu, sangat
baiklah usahanya. Tetapi dalam hal memang lebih bermanfaat keduanya
diceratkan maka kesepakatan kedua hakam ini disampaikan kepada hakim yang
tadinya mengangkat kedua hakam itu. Hakim Pengadilan Agama selaniutnya
menceraikan kedua suami istri tersebut.

Menghadapi problem syigaqg seperti di atas, tepat sekali pendapat seorang
ahlt Hukum Islam Mustofa Assiba’i dalam kitabnya yang berjudul “A/-Mar atu
Bainal Fighi Wal Qanuni hal. 100 yang artinya sebagai berikut: 7 Karena
kehidupan suami istri tidak akan memperoleh ketenangan dengan timbulnya
perpecahan dan pertengkaran. Hal itu selain justru akan mengancam timbulnya
bahaya vang serius terhadap pendidikan anaknva dan akhlak mereka serta tidak
ada baitknya mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin lagi dapat disatukan.
Apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini, besar ataupun kecil, tapi vang
jelas lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka itu, barangkali
(sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing dari mereka itu pasangan
baru vang dengan itu akan diperoleh ketenangan dan ketentraman =

Perceraian dengan alasan syigaq ini lazimnya diajukan olels istri dalam
bentuk cerai gugat, dan dalam putusannya Pengadilan akan menjatuhkan talak
ba’in, sedangkan syigag vang diajukan oleh suami dalam bentuk cerai talak, yang
d.orlongkan kepada talak raj’i, akan tetapi dalam praktek hal ini sangat jarang
terjadi.



2.3.2 Pengangkatan dan Peranan Hakam dalam Perkara Perceraian dengan
Alasan Syiqaq
2.3.2.1 Pengangkatan Hakam

Kegiatan pengangkatan Hakam di Pengadilan Agama dalam menangani
perkara perceraian bukanlah hal yang baru dan asing, namun selama ini
pengangkatan hakam terkesan formalitas, sekedar memenuhi formalitas hukum
acara. Apalagi jika hanya memahami apa yang tersurat dalam Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 Pasal 76 ayat (2) yang mengesankan bahwa kedudukan
hukum pengangkatan hakam tidak bersifat imperatif, tetapi hanya bersifat
fakultatif, maka para hakim mencukupkan eksistensi hakam dalam proses
perceraian sekedar formalitas (Ilyas, 1999: 85)

Pakar hukum Islam memang berbeda pendapat tentang pengangkatan
hakam ini, sebagian ada yang menetapkan bahwa pengangkatan hakam tidak
wajib tetapi jaiz (boleh). Pendapat ini diintrodusir oleh Ibnu Rusyd dalam
kitabnya Bidayatul Mujtahid (juz 11 hal 98-99), Pendapat Ibnu Rusyd inilah yang
akhirnya diikuti oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Hal ini terbaca pada
Pasal 76 ayat (2) dalam kalimat “dapat” mengangkat hakam. Pengadilan “dapat”
mengangkat hakam apabila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan di
Pengadilan. Pengangkatan Hakam dengan demikian merupakan tindakan kasuistik
tergantung pada pendapat dan penilaian hakim.

Sayid Sabiq (dalam Manan, 2000: 241) tidak mensyaratkan hakamain itu
dart keluarga istn. Adapun perintah mengangkat hakamain dari pthak keluarga
suami istr sebagaimana disebutkan dalam avat 35 surat An-Nisa™ adalah bersifat
anjuran saja, karena keluarga dipandang lebih mengetahut situasi rumah tangga
pihak vang berselisih itu.

Pengarang Svarwani alat  Tuhfah (dalam Manan, 2000 241)
mensunahkan pengangkatan hakam itu dari pihak keluarga dari suami dan istri
dan yang mengangkat itu hakim. Pengangkatan itu dilaksanakan apabila
perselisihan dan pertengkaran suami istri  sudah sangat memuncak dan

membahayakan ke'angsungan kehidupan rumah tangga.
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Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (2) hakam
tersebut tidak harus dari keluarga suami istri, diperbolehkan mengangkat hakam
dari pihak lain. Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (2) itu tidaklah
menjadi persoalan asalkan dalam batas-batas pengertian bahwa rumusannya
sengaja diperluas oleh pembuat undang-undang dengan tujuan agar rumusan
dalam ayat 35 surat An-Ni;a’ dapat dikembangkan untuk menampung berbagai
problem dalam kehidupan masyarakat sepanjang dalam batas-batas acuan jiwa
dan semangat yang terkandung dalam ayat tersebut.

Jumlah hakam yang ideal dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tidak menentukan secara rinci, hanya menyebut seorang atau
lebth dari keluarga masing-masing suami istri atau boleh juga orang lain
ditunjuk menjadi hakam. Ketentuan ini sejalan dengar apa yang dikehendaki
oleh surat An-Nisa’ayat 35 yakni sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua)
orang. Meskipun sebaliknya ditunjuk beberapa hakam, ictapi secara kasuistik
tidak menutup kemungkinan menunjuk seorang hakam saja. Hal ini dengan
pertimbangan semakin banyak orang yang ikut campur, semakin kacau
permasalahannya dan dalam hal yang demikian lebih efektif apabila hakam
hanya mencari upaya penyelesaian perselisihan saja, bukan untuk mengambil
keputusan dalam perkara yang sedang diadili oleh Majelis Hakim (Manan,
2000: 241)

Pengadilan baru dapat mengangkat hakam setelah pemeriksaan

pembuktian selesai artinya saksi-saksi dan alat bukti lain yang diajukan para pihak
sudah selesai diperiksa. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, Pengadilan telah
mendapat gambaran tentang sifat persengketaan vang terjadi antara suami istri
Pada tahap 1tu barulah tiba saatnya menunjuk Hakam. Artinya setelah hakim
terlebih dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta
persengketaan suami istri, dan faktor vang melatarbelakangi perselisihan sudah
dapat diraba, barulah hakim memberi bekal kepada hakam tentang segala sesuatu
vang ditemukan di persidangan untuk dijadikan bahan menjajaki usaha
penyelesaian perselisihan (Harahap, 2003: 251)

Yahya Harahap (dalam Manan 2000: 243) mengemukakan bahwa oleh karena
pengangkatan hakam itu bersifat insidentil sebelum putusan akhir dijatuhkan,
maka tata cara yang tepat untuk itu adalah dengan putusan seia, bukan dengan
cara mengeluarkan penetapan, sedangkan bentuk putusan akhimya adalah
putusan (vonis). Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah mendengar laporan
hakam tentang upaya maksimal yang mereka laksanakan dalam upaya mereka
mengakhiri  sengketa. Apabila menurut para hakam perselisihan dan
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pertengkaran mereka sudah sangat memuncak dan tidak mungkin didamaikan
lagi, dan jalan satu-satunya bagi mereka adalah cerai, maka hakim wajib
menceraikan suami istri sesuai dengan usul para hakam, usulan mereka itu
haruslah menjadi pertimbangan hakim dalam memuiuskan perkara. Hakimlah
vang menceraikan suami istri tersebut, bukan para hakam yang
menceraikannya.

2.3.2.2 Peranan Hakam

Lembaga hakam saat ini telah menjadi bagian hukum positif di Indonesia
sebagai salah satu bagian dari hukum acara. Diangkatnya lembaga hakam menjadi
bagian hukum positif tentunya telah melalui pemikiran yang mendalam dengan
kesimpulan bahwa pengangkatan hakam adalah sangat penting dan sangat
diperlukan dalam menéngani perceraian untuk menekan angka perceraian, sebab
perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dimurkai Allah.

Hakam terhadap kasus syigag ini bertugas menyelidiki dan mencari hakikat
permasalahannya, sebab-musabab timbulnya persengketaan, berusaha
seberapa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali
hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu
tidak mungkin ditempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif
untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa Hakam ini, maka hakim
dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut (Ghazalay, 2003: 242-
243)

Penjelasan Pasal 76 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas hakam adalah untuk
mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syigag. Rumusan dalam
penjelasan pasal tersebut secara harfiah memang sangat sederhana, tetapi
apabila dikembangkan maka dapat dikatakan bahwa upaya mencari
penyelesaian syvigeg tidaklah sederhana sebagaimana selama ini telah
dilakukan oleh para hakam yang diangkat oleh Hakim Pengadilan Agama,
karena perselisthan yang membawa kepada syiqaq menyangkut banyak hal
vang kompleks sifatnya meliputi berbagai aspek dan menyangkut beberapa
pihak misalnya anak-anak, orang tua, sanak saudara dan sebagainya (Ilyas,
1999 35}

Hakam (arbitrator) yang dipilih dari masing-masing pihak dikarenakan
para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri.
[ni lebth mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.

Sesuai dengan jiwa Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 Mar” + . Agung R.1. cenderung berpendapat bahwa peranan hakam disini
adalah sebagai wakil suami istri yang diharapkan untuk mendamaikan kedua

belah pihak dan tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan suami istri
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tersebut sama sekali (Manan, 2000: 242), sehingga peranan hakam yang diatur
dalam Pasal 76 ayat (2) lebih menitikberatkan kewajiban daripada kewenangan.
Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian yang ada, tetapi tidak
berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami istri.

Maka dengan jalan memfungsikan hakam sebagai tenaga mediasi ini akan
tercapailah peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebab mediasi oleh
hakam dilakukan di luar jadwal sidang Pengadilan Agama. Mediator (Hakam)
dapat mengadakan kesepakatan dengan suami istri tentang waktu dan tempat
pertemuan mereka sesuai dengan keadaan mereka. Oleh sebab itu perdamaian
'dan upaya menyelesaikan syigag dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih
berhasil. Hakam sebagai tenaga pendamai lebih banyak mendapat kesempatan
untuk menyampaikan nasehat-nasehat pada waktu yang tepat. Ini berarti pula
telah menyerahkan urusan kepada ahlinya (Ilyas, 1999: 86)

Upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat

dilakukan dengan mengoptimalkan lembaga yang selama ini telah ada, yakni BP4
(Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian). Maka dalam hal ini
adalah sangat tepat apa yang disyaratkan pada Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya, bahwa selama perkara
belum diputus usaha perdamaian para pihak dapat dilakukan pada setiap sidang
pemeriksaan dan hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain atau lembaga
lain yang dipandang perlu.

BP4 adalah badan semi resmi yang dibentuk Pemerintah dalam hal ini
Departemen Agama yang secara struktural ada di tiap-tiap daerah kabupaten. BP4
sekarang i juga telah melengkapi dirinya dengan tenaga-tenaga ahli konseling
termasuk psikiater/ psikolog.

BP4 sendiri bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan
keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.

Cara yang ditemnuh melalui lembaga BP4 misalnya ketika perkara sudah
diterima oleh majelis, maka para pihak diperintah untuk hadir pada sidang
Pengadilan Agama. Dalam sidang pertama tersebut tetap dilakukan upaya
perdamaian sebagaimana biasanya, namun karena waktunya sangat terbatas
maka bila perdamaian pada sidang pertama tersebut tidak berhasil, majelis
memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk datang ke BP4 dimaksud
sebagal mediator terhadap perkara tersebut dengan tenggang waktu
disesuaikan dengan bobot persoalan yang ada. Apabila upaya damai berhasil,
maka perkara tersebut dicabut dan bila tidak berhasil. maka c=bagai bukti
upaya mediasi telah dilakukan oleh mediator (BP4), diperlukan surat



pengantar dari BP4 mengenai ketidakberhasilan upava damai tersebut dan
sidang dilanjutkan oleh majelis dengan tetap terbuka kemungkinan untuk
berdamai pada sidang-sidang berikutnya (Arofah, 2004: 47)

Hal yang perlu diperhatikan adalah harus dibuat komitmen bersama

antara Pengadilan Agama dengan BP4 tentang kebutuhan waktu vang diperlukan

~untuk upaya damai sehingga pemeriksaan tidak menjadi berlarut-larut (Salim,
2004: 16)

2.3.2 Pembuktian dalam Perceraian dengan Alasan Syiqaq

Perceraian karena syigag khusus di Pengadilan Agama (Pasal 19 huruf £
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam) ketentuan mengenai kesaksian umumnya mengenai pembuktian.
sebagaimana diatur dalam HIR RBg¢ juga diatur oleh ketentuan khusus. Ketentuan
khusus itu sebagaimana tersebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam. Ketentuan khusus itu menjelaskan bahwa jika perceraian terjadi
karena alasan syigag (perselisihan dan pertengkaran) sebelum menjatuhkan
putusan hakim terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dari pithak keluarga
atau orang dekat dengan suami istri,

Peraturan hukum acara khusus tersebut sebagai Lex Specialis, bahwa
pemeriksaan terhadap keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri
adalah merupakan pengecualian dari Pasal 145 dan 146 HIR. dan pemeriksaan
terhadap keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri hanva berlaku
dalam perkara perceraian vang didasarkan alasan perselisthan  dan
pertengkaran vang terus menerus dan tidak bisa diterapkan dalam perkara
perceraian atas alasan vang lam (Manan, 2000 240)

Bunyi teks dan ketentuan khusus tersebut menjelaskan bahwa secara

imperatif kedudukan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri adalah
sebagai saksi, segala ketentuan vang mengatur saksi sebagaimana tersebut dalam
HIR maupun RBg juga berlaku kepadanva.

Kelalatan memenuhi aturan ini akan menyebabkan putusan hakim
menjadi cacat dan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dalam tingkat
banding harus diadakan pemeriksaan tambahan. Hal ini sesuai dengan Keputusan
Pengadilan Tinggi Agama Nomor PTA M/Hk.03.5/1745/2004 perihal kedudukan
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keluarga dan orang dekat dalam perkara syigag yang menyatakan bahwa apabila
gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigag, maka hakim berkewajiban
memeriksa perkara @ quo untuk mendengar dan memeriksa keluarga dekat dengan
suami istri yang sedang diperiksa itu.

Saksi sendirt merupakan bagian dari hukum pembuktian yang diatur :

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 164 HIR) vang
berfungsi dan memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam
persidangan di Pengadilan. Sebab, dengan adanya pembuktian (saksi) hakim akan
mendapatkan gambaran yang jelas dan gamblang mengenai kebenaran peristiwa
atau kejadian yang disengketakan.
: Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 avat (1) RBg mengatur bahwa pada
hart yang telah ditetapkan saksi dipanggil masuk ke dalam ruang sidang satu demi
satu, selanjutnya berdasarkan Pasal 144 ayat (2) HIR, Pasal 171 avat (2) RBg
Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada mereka tentang nama, umur dan tempat
tinggal atau tempat kediamannya. Kemudian hakim juga akan menanvakan
tentang hubungan kekeluargaan antara saksi dengan pihak Penggugat ataupun
pthak Tergugat. Sebelum para saksi memberikan keterangan di dalam
persidangan, mereka terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama yang
dipeluknya.

Saksi harus melaksanakan kewajibannya vaitu memberikan keterangan
vang diperlukan oleh hakim. Bila perlu keterangan itu dapat saling dikonfrontir.
Terhadap saksi-saksi hakim mempersilahkan Pengggugat mengajukan pertanyaan
lebth dahulu (Soeroso, 2004: 43). Bila ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi
harus disampaikan melalui Ketua Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim selanjutnya menyalurkan tanva jawab antara para
pihak dengan saksi, sehingga yang berkepentingan tidak boleh langsung
melakukan tanya jawab kepada saksi. Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 150
ayat (1) HIR dapat menolak pertanyaaan-pertanyaaan yang diajukan itu apabila
dianggap tidak relevan dengan pokok perkara yang disengketakan. Kemudian
hakim sendiri juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan vang disusun secara

sistematis mengenai kejadian yang disengketakan oleh para pihak. saksi hanya
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menjawab pertanyaan tersebut sehingga selain menghemat waktu juga kejelasan
peristiwa dapat dengan cepat diketahui.

Saksi setelah memberikan keterangan di dalam persidangan, 1a tetap
berada di dalam ruang sidang sampai pemeriksaan saksi-saksi yang telah selesai
diperiksa oleh Majelis Hakim. Segala ketentuan saksi yang diberikan di depan
sidang Pengadilan, dicatat dalam berita acara sidang oleh Panitera yang ikut
sidang untuk dijadikan sumber pembuatan putusan oleh hakim (Manan, 2000: 95-
96)

Alat bukti yang diajukan di dalam perkara perceraian dengan alasan
syigag selain menghadirkan saksi keluarga juga didukung oleh alat bukti surat
vang merupakan alat bukti akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna.
Buxti surat tersebut vaitu foto copy kutipan akta nikah antara Penggugat dan
Tergugat, schingga dengan demikian telah terbukti bahwa antara keduanya telah

terikat perkawinan vang sah.

2.3.4 Kedudukan dan Peranan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian
dengan Alasan Syiqaq
2.3.4.1 Kedudukan Saksi Keluarga

Perkara svigug sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka harus
didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang vang
dekat dengan suamui istrt. Kemudian Pasal 22 avat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 berbunyt : "gugatan tersebut dalam ayat | dapat diterima
apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab
perselisthan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta
orang-orang vang dekat dengan suami istri itu 7.

Kedua pasal vang dikemukakan tersebut di atas, mengharuskan kepada
hakim yvang memeriksa perkara svigaqg tersebut untuk mendengar dan memeriksa
keluarga dekat dengan suami istri yang sedang diperiksa itu.

Kedudukan keluarga atau orang-c. ~¢ vang dekai kepada suami istri

dalam pemeriksaan perkara perceraian atas alasan svigag bukan hanya sekedar
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memberi keterangan saja atau orang yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya
perdamaian para pihak yang berperkara dalam perkara gugat cerai biasa (Manan,
2000: 240), akan tetapi kedudukan mereka adalah sebagai saksi, hal ini bisa kita
lihat dalam Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi: “Apabila gugatan perceraian
didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus
didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat
dengan suami istr1”.

Mereka bukan hanya sekedar memberi keterangan, melainkan memberi
keterangan sebagai “saksi”. Mereka didudukkan secara formil dan materiil
menjadi saksi, secara formil keluarga dalam memberi keterangan harus
disumpah, secara materiill keterangan yang mereka berikan berdasar
pendengaran, penglihatan atau pengalaman senairi, kemudian keterangan yang
mereka berikan saling bersesuaian dengan saksi atau alat bukti yang lain,
sehingga keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti,
dan dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal inilah yang
ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 20 Desember 1979
Nomor 1282K/Sip/1979, yang menegaskan: “Dalam gugat cerai atas alasan
perselisihan dan pertengkaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat
didengar sebagai saksi.” (Harahap, 2003 : 247-248)

2.3.4.2 Peranan Saksi Keluarga

Keluarga selain berkedudukan sebagai saksi, juga memegang fungsi vang
penting di dalam pemeriksaan perkara svigag. M.Yahva Harahap (2003: 248)
mengemukakan bahwa penempatan keluarga dan orang-orang dekat untuk
menjadi saksi dalam perkara svigag tidak lain karena perceraian svigag ini sangat
bersitat khusus

Keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menvelesaikannva. Pada
umumnya keluarga sangat mengharapkan agar tali pernikahan para pihak yang
berperkara itu kembali utuh dalam ikatan perkawinan, jarang mereka vang
berkeinginan untuk menghancurkan rumah tangga keluarganya kecuali kalau
keadaannya sudah benar-benar parah.

Atas pandangan dan asumsi inilah, mereka sangat diharapkan untuk menjadi
saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hanya pihak keluarga dan orang-orang yang dekat yang dapat mencampuri
urusan suami istri yang mengajukan cerai tersebut. Oleh karena itulah mereka
vang dapat diharapkan oleh hukum untuk memberikan kejelasan mengenai



segala hal dan penstiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran
suami istri yang mengajukan cerai itu. Sehubungan hal ini kehadiran mereka
sebagai saksi dalam persidangan sangatlah diharapkan, kelalaian memeriksa
mereka sebagai saksi maka putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim batal
demi hukum (Manan, 2000: 240)

Penempatan keluarga sebagai saksi di muka pengadilan dalam perkara

svigaq juga mempunyal peranan yang sangat penting. Selain mereka didudukkan
sebagai saksi di dalam persidangan, mereka juga dapat diharapkan menjadi hakam
(juru damai) dari masing-masing pihak suami atau istri. Kedua orang hakam itu
dapat melakukan hal-hal yang dianggap maslahat, mempertahankan suatu
perkawinan atau memutuskan perkawinan tersebut. Apabila perselisihan suami
istri tersebut merupakan perselisihan yang biasa diaiamj setiap rumah tangga dan
tidak sampai membahayakan kelangsungan rumah tangga mereka, sehingga
hakam berpendapat bahwa mereka tidak boleh bercerai. Sebaliknya jika
perselisihan suami istri tersebut memang kualitatif sudah serius dan secara
kuantitatif telah berulang-ulang terus menerus, maka dalam keadaan demikian
hakam menilai bahwa perselisihan mereka telah membahayakan kehidupan suami
istri dan anak-anaknya dan telah menimbulkan perbuatan dosa karena saling
mengumpat dan menjelek-jelekkan yang sering didengar oleh anak-anak mereka,
maka hakam berpendapat bahwa perceraian mereka hukumnya setidak-tidaknya
mubah (boleh). Dipilihnya hakam dari pihak keluarga dari satu segi lebih kasih
savang dan lebth tahu atas segala apa vang terjadi dan dari segi lain lebih

mengetahui keadaannya



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan dalam bab-bab

sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1

2

Peranan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan syigag
mempunyai fungsi yang penting, sebab keterlibatan keluarga sangat
dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pihak keluarga pada dasarnya bersikap
lebih ingin mempertemukan dan mengukuhkan kembali ikatan perkawinan
para pihak, kecuali jika keadaannya benar-benar terpaksa. Saksi keluarga
selain itu juga berkedudukan sebagai saksi yaitu orang yang diharapkan dapat
memberi kejelasan mengenai segala peristiwa yang terjadi dalam perselisihan
dan pertengkaran antara suami istri. Mereka juga diharapkan dapat
mendamaikan pihak-pihak berperkara dan dapat membantu menyelesaikan

konflik rumah tangga para pihak, sehingga perceraian dapat dihindari.

. Kekuatan nilai pembuktian alat bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian

dengan alasan syigaq adalah sama seperti hukum pembuktian pada umumnya.
Artinya nilai pembuktian kesaksian sepenuhnya diserahkan kepada hakim (vrij
hewichi krachi). oleh karenanva wawasan, kejelian serta kecermatan hakim
akan berpengaruh pada pertimbangan-pertimbangannya untuk menerima atau
menolak suatu kesaksian, yang pada akhirnya berpengaruh pula pada sasaran
akhir yang hendak dicapai, yakni kebenaran peristiwa atau kejadian

sebagaimana apa adanva.
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4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka
saran yvang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pihak tergugat/termohon hendaknya menyadari agar mau menghadirkan saksi
- keluarganya untuk dijadikan saksi di muka Pengadilan. Sebab seringkali
dalam praktek hal ini sering ditemui, yang kadangkala alasannya tidaklah
beralas hukum dan bahkan sengaja diciptakan sekedar untuk menghambat
proses pemeriksaan perkara. Pihak Pengadilanpun juga harus tegas/tetap
berkewajiban memerintahkan kepada tergugat/termohon untuk menghadirkan

keluarganya untuk didengar sebagai saksi di muka Pengadilan.
2. Masyarakat diharapkan agar lebih memahami fungsi dan peranan saksi sebagai
alat pembuktian khususnya dalam perkara syigag yang melibatkan pihak
keluarga sebagai saksi serta dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab dapat

memberikan kesaksian secara jujur ketika bertindak sebagai saksi di depan

Pengadilan.
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: Kedudukan Keluarga dan Orang Dekat
Dalam Perlara Syiqaq

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama
Se Wilayal: PTA Surabaya

Ascalamu’alaikum wr. wb.

Berhubungan masih ditemukan adanya kesimpangsiuran tentang hal tersebut pada

pokok surat, maka perlu disampaikan penjelasan sebagai berikut :

|. Bahwa yang dikatakan syiqaq bila gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi

percekcokan dan pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan

kehidupan suami isteri dan sudah pecah perkawinan (broken marriage), hal ini

dipahzmi sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975;

2. Bahwa gambaran kejadian materiil tentang adanya alasan Syiqaq sebagaimana diatur

dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

- “Apabila  gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka uniuk

mend ipatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang

berasil dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”.

Kemudian dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

berbuayi :  “Gugatan tersebut dalam ayat (1) yaitu gugatan perceraian karena

alasa 1 tersebut dalam pasal 19 hurf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas

bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan

setelcli mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami

isteri itu’’; by e

>

3. Bahw: kedua pasal tersebut pada point 2, mengharuskan kepada hakim yang

mem riksa perkara a quo untuk iuendengar dan memeriksa keluarga dekat dengan

suam. isteri vang sedang diperiksa itu;

4. Bahwa jika ternyata keluarga yang dekat tidak adhé??"atau jauh dan sulit untuk

dihac irkan ke (..~ persidangan, maka hakim dapat memerintahkan kepada para

pihai yang berperkara untuk menghadirkan orang yang dekat dengan mereka;



Tembusan:

C\'

Bahwa pemeriksaan keluarga atau orang-orang yang dekat dengi n suami |

perkara perceraian dengan alasan syiqag adalah imperatif. Misaln: «

seri dalam

putusan

Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1979 No. 1282 K/Sip/1¢79 dengan

menegaskan: “Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dcn pertern  warai, ihu

kandung den pembantu rumah tangga dapat didengar sebigai sak: "’

Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1988 Ne. 109 K/AG/1987 berbuny
cekcok dan pertengkaran antara suami isteri sudal tidak 1 wungkin
lagi, lagi pula pihak keluarga sudak didengar’;

Bahwa kedudukan keluarga atau orang-orang yang dekat dcagan me

perkara syiqaq adalah Saksi dan sebelum mercka member Keteran

persidangan haras disumpah terlebih dahulu sesui Pasal 147 HIR.,
orang yang hanya sekedar memberikan keterangan saja;

Ralwa apabila pihak keluarga atau orang dekat tersebur 1 ak mau
sukarela dalam pursidangan, maka hakim secara ex officio d pat men
untuk hadir dalam persidangan sesuai dengan Pasal 139 HIR;

Bahwa pemeriksaan keluarga atau orang-orang dekat denga suami
merupakan pengecualian dari Pasal 145 dan 146 HIR. di dala n doktri
“] EX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS”;

Bahwa saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan suam isteri 1
dalam perkaia perceraian yang didasarkan alasan perselisiban lan perte
terus menerus dan tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraia 1 atas ala:

Kiranya hal ini disampaikan kepada hakim, bila perlu diada <an disku

ini, dan sangat berharga apabila hasil diskusi disampaikan kepad: kami.

Demikian untuk diketahui seperlunya, terima kasih.

A ".,assaidm

1. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Non Yudisial Jakarta
2 Vth. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA-R1, Jakarta;

L

Yth. Ketua Muda Bidang Pembinaan MA-RI, Jakarta;
Yth, Direktur Pembinaan Peradilan Agama MA-R], Jakarta;
Yth. Direktur Perdata Agama MA-RI, Jakarta.
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- ! FAd b PHMIUS AN

Nomor: 997/Pdt.G/2003/PA.Jr
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Jember yang mengadili perkara
pardata dalam tingkat partama dalam persidangan Majelis

taelah menjatuhkan pubtusan atas perkara cerai ngﬁt yang
barbunyl sebagal berikut dalam PETRATE ANEAFa @ = e o e
PUJI UTAMI binti P.SURAJI, umur 32 Cahun,
agama Islam, paskerjaan tidak karja, tarake
hir bartempat tinggal di Jalan Kalimanmtan I1
Blok ﬁ¥3d Kelurahan Sumbersari, Xecamatan
Sumbarsari, Kabupaten Jember. Selanjutnya
I Y AIBBDUL | PENGOUIGIA T & o s s s o v v s o o
MELARKAN
ALT SOBRI bin MUJALT, umur - 25  batiun, agama
Islam, pekerjaan SWas ha, terakhir bar temnpat
Finggal di Perm. Mastrip F+25 Kalurahan
Gumbersari, Kecamatan Sumberszari »  Babupatan
Jambyer Selanjutnya dissbubs T rggat
Pengadilan agama tersabut ;-
Setelab membaca surat-surat ver
Satelah menderngar hatarangan Penggugat dan Tergugat sarta

saksi-saksi di PEI S T @INVGAT 5 v o s e s b i e e it

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannva
tertanggal 05 Mei 2003 vang didsFtar di renanl beraan
Pengadilan Agama Jember dalam ragustber nomor: 997 /0dt.6/

2003 /P . g telah mengemukakan dalil-dalil Yang p&dé,;

L




e

pokoknya sebagai DB UL 2 A e o i e e e
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tangaal
10 September 1995, yang dicatatkan pada Kantor Urusan
Agana Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jambear dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/75/IX/1995 tanggal 11
Saptember lggs;memhm_mwuwwwmmememmw“wmww“mWmmwmmmunm
Bahwa setelah parnikahan antara penggugat dan tergugat
telah hidup rukun sebagal suami izbtri, terakhir mengamf
bil tempat kediaman barsama di rumal kontrakan dan
dikaruniai 2 Orang anak DErnaima o e o i .
8. GLRARL ALTA CHOIRONI, Wiur: F Eahiin: s o SR
b. GIFARA ALITA SYAHARANT | LTI 1 Labun  (keduanva
B p@hggugat);w“”m"“w4,, 5 e e s e i S et e e e
~ Bahwa pada mulanya rumah Langga antara peEndgugat dan
tergugat barjalan dangan baik, akan tetapli  sajak 4
bulan yang laiu, uah Langga penggugat dan tergugat
mulai goyah, saring terjadi parsal isihan dan perteng:
Karan yang disabablan karepa Targugat selaly memaksa
kaliendaknya wntul tinagal &irumah orang tuanya, sedang

Famggugat dirtmah orang tua. Tergugat Lidak ke asan

karena (R O ﬂfﬂﬁ 5 PW]UH?Q% T&rgng{,- v et =
{ I f: FisThan | dan P besigkaran  ants s PEnggugat

dar targuaat tersabil mal Ta lams makin mamuncak, akhie
ma Penggugat pergi maEninggalkan tempat Kediaman bersa-
ma  dengan tanpa panit Targugat sakarang baerada

dirumah orang tua Fanggugat e s et e

v
]

Bahwa sejak itu  antara nEhggugat dan tsrgugat telah

hidup berpisah yang hinggr sekarng sudah | bulan dan
selama hidup berpisakh tersabuk sudah tidak ads hubungan
lagi antara Lendgugat dan Tergugat sabagainana lavaknya

SUAME ISERT )~ e T i

e i1e A P M et et b
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Bahwa atas sikap dan pérbuataﬂ tergugat yang demikian
itu, penggugat mengalami paﬁaeritaan lahir dan bathin
YANG DEIKEDANT ANGAT j = i o o o oo st e e 0 o s e s o
~ Bahwa Penggugat telah berusaha memulihkan ketentraman
rumah  tangganya dengan Tergugat akan tetapl tidak
berhasil. Akhirnya Penggugat tidak sanggup 1agf Hidup
persama membina rumah tangga dengan Tergugat;mwmlw»—‘~—
Bahwa atas dasar alasan-alasan sabagaimana tarzeﬁut
diatas, penggugat mohon kepada Pergadilan Agama Jembar
agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan
PULEAN SEDAGET Dl RUT & s s o i e i an v o s s i i o, i, e i e e e
Primair
1. Mangabulkan gugatan Pangguga b § = s s s i i i o o i oo
2. Menyatakan Jatuh talak satu ba’in dari Tergugat

Lerhadap Penggugat ;==

i
i
f
i
¥
{
i
i
§
i
i
§

. Membebankan biayva perkara ini sesuai ketentuan bk um
ARITEE U0 LA ] o i Wi e i g e S e ot e o b e S bt o

Subsidair

AEal motion pubusan yang seadil=adilnga; - - e

Menimbang, bahwa pada har i parsidangan yvang telah

pribadi menghadap doi peraidangan, kemudian Majelis Halkim
erusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, tetapl

t i d-‘"‘t I-‘ !:Jﬂ I h‘.h_)'i 1 g AT i ey e U e o ot v s 1 i 1 A S s S S S e 5 S e e e

Meniimbang, babwa kemudian sidang dinyatakan terli-

tup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Panggugat yang

'sinya tetap diperbahankan = s i e ————

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terse-

but, Tergugat memberikan Jawaban sEcara tertulis tertang-

gal 14 Juli 2003 yang pada pokakriya adalah; e —maw oSl

.

~ bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat Lelah m@hiﬁ;



4 ‘*
kah pada tanggal 10 September 1995, yang dicatat pada
Kantor Urusan Adama  Kecamatan Sumbersari, Kabupaten
Jember dengan Kutipan akta Nikah Nomor: B12/75/1X/1995%
tanggal 11 Beptember 1995 ;-—-wmc—obummii oo SN IR
Bahwa benapr p@rnikahan antara penggugat dan tergugat
telah hidoup rukun sebagal suami iatri, terakhir mengam-
bil U@mpat kediaman bersama di rumah kontrakan dan
dikaruniai 2 orang anak RIS RAME 1 o o vieom s i i i e B
a. GIFARI ALTA CHOTRONI, UMUE 7 Ealin § =i mie i i
b. GIFARa ALITS SYARARANT ,  umur 1 tahun (keduanyea
ikut PABIVGUIDIAITE ) 5 e ot 55 i e e s s o o e i b
Balwwa pada muel Ay rumaty tangga antara penggugat dan
Lergugat barjalan dengan baik dan sebagaimana mastin-
ya layaknya gaorang suami isteri. akan Letapi sajak
beberapa bulan vang lala, Fumah  tangga penggugat dan

tergugat mulai govah. Karena terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengajak Panggu-
gat untuk tinggal di rumah Tergugat (barsama orang bua
Ter guga ’-l\ 4 e S T o oS ek i e

Bahwa parselisiban  dan partengkaran antara REnggugal
dan ter SGUSIAR T i aakads persal isiban yang biasa dalam
Rahidupan tumaly 1. Nag= yang tidak patut untul Eerlalu
dipermasalahikan karana Targugat masik barusaha untuk
mengatasy permasalahan yang saat ini masih belum terse-
lesaikan namun Tergugat akan berupaya semaksimal mung

Kin untuk hidup eukun Kenhal iy om e e el o S0

»
bahwa, duduk perscalan yvang sabanarnya Penggugat memin-

ta pada Tergugat agar Tergugat tetap memparpanjang mnasa

kontrak rumah dan tetap bertempat tinggal i kadiaman

yang ditempati Tergugsal dan Penggugat saat ini. Namaﬁﬁ
kehidupan vang saat ini kurang kestabilan akmhﬂﬁi

ol



orang tua Tergugat, harnva bersifat semantara, set'e_llaH ‘

kehidupan ekonomi stabil, maka Targugat bersedia untuk
mancari konbrakan rumah fagi;ww~m~WWWWW“w—www-~~M~““-~*
bahwa, apabila Penggugat tetap meminta untuk mencari
rumah kontrakan, maka saat ind Tergugat bersedia untuk
me&manuhi  permintaan Penggugat atau dangan kata lain
Tergugat akan memparpanjang kontral an rumah tarsaeblt p—-=
bahwa, dapatlah Penggugat ketahui bahwa wegala upaya
Tergugat untuk mempertahankan kahidupan rumab tangga
Targugat dan Penggugat demi menjaga masa depan dan
kaehidupan kedua anak Tergugat dan Penggugat j~=—=wmmmmeme.
bahwa, hingga saat ini Tergugalt tetap memenuhi segala
kewajiban Tergugat yang se@layak dilakukan oleh SE0TANGg
suami  kepada isteri dalam arti bahwa Targugat masih
membari nafkah (belanja) kepada Penggugat untuk kehidup
an sehari~hari Panggugat dan dua anak Tergugat dan
Panggugat I e o ko T e i s e b S Sl e e e i it
bahwa, perlu Bapak Majelis Makim Peangadilan agama
Jamber ketahul hingga saat ini Tergugat berupaya mende-—
kati Penggugat agar Penggugat sadar bahwa parscalan
vang dipermasalahkan Penggugat itu merupakan e scalan
yang biasa terjadi pada kehiduparn rumah tangaa dan
Targtigat tetap mendapal dukungan dari orang tua (Bapak
rEluydgat, aan savdara Penggugat (kakak Penggugat) agap
Fumat tangga tetap kekal dan bisa dapat diatasi oleh
Targugat dan =TT e Te TH o R o
bahwa, ada baberapa hal menjads ganjalan atas upaya
Targugat karana ibu Panggugat tidalk ikut mendukung  dan
membantu  untuk ikut manyalesaikan persoalan Tergugat

don Panggugat bahkan kadangkala ibu Panggugat berupaya




é L

ag%r Panggugat menjauﬁi Tergugat apabila Tergugat
mendatangl Penggugat guna memberikan balanja Panggugat
untuk kehlidupan SEharl ~hAarinya y e i b e e i oo do
bahwa, lewat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama
Jember Teargugat mmhon kepada Penggugat agar Penégugat
tetap bersedia untuk menjalani kehidupan rumah tangga
sabagaimana kehiddpan sabﬁlu%nya dan agar Jjangan ter-
buru untuk mengambil keputusan vang selama inl Penggu=
gat Jalankan. Hal ini kita lakukan demi untuk mambina
dan menjaga Kkehidupan dan masa depan kedua anak yang
saat masih berusia dini dan masih sangal membutuhkan

kamih sayang orang. tua (Tergugat dan FaNgQUGRT Y § et ir=s

bahwa, lewat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama
= Jember Tergugat mohon pula kepada ibu Panggugat agar

ibu Penggugat jangan terlalu banyak ikut campur akan

paermasalahan Tergugat dan Panggugat, salain dengan

tujuan untuk mendamailan Tergugat dan PengQugat s — =

bahwa, lewat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama

Jember Tergugab mohon kepada ibu Penggugat zgar capat
nya jangan sampai by Panggugat melakukan langkah dan
sikap yang ertuljuan untulk manjaubilcan Terguagat dan
Penggugat sehingga mengakibatkan akan ik A nC U ran I ameak
tangga Tergugat danm Pe NGQUGA L § = s e o s s ot i i il
bahwa, hal ini Tergugat lakukan hanysz karena kehfdupaﬂ
kedua anak dan demi kehidupan rumah Langga demi et j as
linnya kerukunan antara Targugat dan Penggugat. Tergu-
gat mohion kepada Bapak Majeliz Hakim Pangadilan Agama
Jdember agar berkenan menjatuhkan putusan paerkara ini
yang amarnya adalah sebagal BeriRUE @« e e

1. Menolak gugatan PRNGOURA T § oo s e s i o e e o i

2. Menyatakarm bahwa permasalahan Tergugat dan P@hggugat




2 = - .
merupakan hal yang biasa dalam kehidupan rumah tang-
ga ; LA i i -V e okl U e e i A S s (W i, e e v v s S anes St s e vyt o o i 0

3. Menyatakan antara Tergugat dan Penggugat adalah

-

damai 0 e 0 i T 5 S S A e A o e

4. Membebakna biaya parkara ini sesuai dengan hukum

ya ng be B l P k V] ; P e W AR e i suAde AP 0 4000 Bk AT 260 AR e R Wi Sl A g e b AR VRS el S O MRS e b e i s e Gt ke L

Menimbang, bahwa terhadap Jjawaban Tergugal terse-
but, Penggugat memberikan replik secara tertulis tertang—

gal 21 Jul i 2003 = T e e e e e o R G S s i M L, s e i . W o
Menimbang, bahwa terhadap replik Peanggugat terse-
but, Tergugalb memberikan dupliknya secara tertulis ter-

tanggal 04 AGUSEUS 2003 i s oo i m i i i e 5 5o o s e

Menimbang, balwa selanjutnya Fanggugal mengajukan
bURtj surat b@FUDﬁ}”'" A S 1 1N e gy S s S s S o i ki i s
Foto Copy Buku Kutipan akta Nikah Nomor : FL2/75/1% /1995
tanggal 11 Saptember 1995 yarg dikeluarkan olah Kantor
Urusan Agama Kacamatban Sumbersari, Xabupatan Jember .

Menimbang, bahwa berhadap alat bukbti  sural terse-

i il e o b = . g
Bulk, Tergugat mambenasks

Cied ' 1 (R A= W T

Mardimbaieg,  babhwa di  miukas pE s Ldangan, Pearagugat

mangajukan saorang aake

yang mengako bernama . SURAJTL,

Umur 69 btahun, sgama Islam, pekerjaan shasta, alamab

Kelurahan Sumbersari,. Yecamatan Sumbersari, Xabupaten

Jember vang di bawaly sumpah di muka persidangan telas—

memberikan keterangan pada pokokinya adalah ;s e e oo e wwe

= bahwa, saksi adalah ayah kandung Fenggugat

bahwa, Penggugat dan T ~gugat adolah suami isterifé#

e i e e i e S e

[

telah dikaruniai ksturupan 2 Orang anak g~ —a

Lampat kadiamarltbersama terakhir di rumah konbr

L5
2

1N



akan tetapi sejak 5 bulgn vyang lalu keduanya sudah
hidup beppjgah;~wmwwm»¢@u»mw~mmm-~mw»wwmw_mm»wwm«guwmwm
~ bahwa, perpisahan tersebut terjadi karena masalah
tempat tinggal, di mana  Panggugat diajak tinggal di
rumah Tergugat tidak mau, karena Penggugat tidak cocok

dengan keluargs PERDUGAL { o ot iy e o e i, e et

= bahwa, =saksi pernah manasihati dap meEmhL na Penggyéat
agar bersabar dan kembali rukun dangan Tergugat, akan
tetapli tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak
sanggup lagi merukunkarn MB PR § e o i o s i e e e
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Panggu~

gat  tersebut, P@nggugat dan Tergugat manyatakan tidak

ke ke ratan Al 2, P e RN S e W e s s s 1 s e i e

Menimbang, balwa cll muka persidangan, Fanggug s
menaajukan seEorang saksi Yang mengaku beiiama MUJALT
uinur 62 tahun, agama Tslam, Peike jaabh tani; alawal
Kelurahan Antirogao, Kaecamatan Sumberzari fabupaten

Jember yapg di Powah  sumpah S wukoa b

ddangan telah
memberikan ke Le rangan pada pokoknya Sl AT A i v i A B

bfna. sakei adelah ayvah Kandhng: T PGUGATL S wm o isim

~  batiwa . Hedlitia b dan Terngugat adalah suami izter; clan
2y i katrwuni aid katurunan 2 QEANG Ak = e i e i i

vabwa, setalah menikabh, rumah barngga meraka mesrgamiei 1

-

Lainpat kediaman bersama terakhir di rumah kontrékaﬁ,

akan tetapi sejak 5 bulan oy o S [E20 W keduanya sudah

LN

hidup berpigah; =t

TR ATTITE S0 S il W Akt i T DY By b G e

~ bahwa, Perpisahban tersaebut terjadi karena

masalah
tempat tinggal, of Maha Penggugat diajak tinggal di
i umah Tergugat tidak maw, karena Penggugat idak nacﬁh-

dengan keluarga PEOgUOAt v e L

- bahwa, saksl  parnah menasihati dan membina Pa

) h



- ﬁ

agar bersabar dan kembﬁli rukun  dengarn Targugat , akan
tetapi btidak berhasil, dan sekarang saksq sudah tidak
sanggup lagi merukunkan METEKA § o s i S
Menimbang, bahwa terhadan keterangan saksi Targu-

gat tersebut, Pengougat dan Tergugat menvatakan tidak

R @ b(;} P fa N B e UL e L AN, S PR A i et v W S i Vot s e v e el s e s et i o e

Manimbang, bahwa selanjubrya dangan malihat sifat

-

nerselisihan dap paErtengkaran antarsa Penggugat dan Tergu~-
gat sudah saedemikian memnuncak, dan saksi dari Tergugat
meryatakan kaﬁangguwannya untuk merukunkan Panhggugat dan

Taergugat, maka salanjutkan Majelis Makim MENS gk e

min jihati] Hakin dengan Fugas mengi

(= Wi

mal di luyar Rerslvangan agar o &gt i nokln. e

s@bagal isteri TergiaEi G an nasilnyva harus ia-
P kan kepads M j (AF. O 5 pEd B s e L ke AN

.I’.
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Aarglugat  akhirnwa ek
= 17 NYgUga e Targugat et
I SUpaya Meigabul kan A nolong s
o T R - T e ST 5 111 § ua) yang berpsma
LRan"Kapada Tergugat;

@€ usaha secsra maksimal uskbul
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merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat akan tetapi

[: ]'_ ij:ﬂ.k b@ e haS -i 1 g T U i S ke i e a4 40 A 50, e e e e .,...,..-.._.. ..;..:.....-m............._.....-..-
Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Panggugat

betap berkeinginan mengajukan cerai gugat terhadap Tergu-
gat, sedang Tergugat menyatakan tidak hebsratan dicsrai
oleh Penggugat, karena Penggugat dalam kenyataannya
benar-benar sudah tidak mencintai Taergugat laéi, dan
masalah anak-anak, Tergugat menyverahkan SEMUanY a éaﬂada
Penggugat untuk merawat e e
Menimbang, bahuwa Panggugat dan Targugat ﬁudah

tidak mengajukan Langgapan lagi dan mohon agar Majelis
Halkim berkenan Begera menjatuhkan PULUSANNYA | =~ e e
Menimbang, bahwa unbuk mempearsingkat uraian o b s

an ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di peErsidan-
gan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak
tarpisabkan dari putuszan LB 3 e e e o S ot e e

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pe -

gat adalah sebagaimana terural di atag;w=r———reo e
Menimbang, balwa Majelis Hakim telah PrE Al mem-
Payd  pardasalan  kepada Penggugat  dan Targugat

BULATSa pribadi | alan b Fap fidak berhasil i s

Manimbang, bahwa gugatan Panggugat telah memerulyg
Syarat-syarat formal suaty gugatan, sebhingga Majelis

Hakim berpandapat peErlu mempartimbangkan labih lanjut

s

mengenai pokok PEIRE I BNY & § v oo s i e e el
Menimbang, bahwa dugatan Penggugat telah dibacakan

di muka pa - angan dan kemudian Penggugat tetap mempe i~
tahankannya, tidak memberikan Lambahan atau perubahanys=.--
Menimbang, bahwa terhadap* gugatan Penggugat ,

Tergugat telah memberikan Jawaban serta tanggapan, yang




SRR

selengkapnya telah terurai di atas, dintinva Tergugat
keberatan barcarai;w_wwmmww~~wmwmwnw~ww~w»ww“w~wmwwwww~ww
- Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membe-

narkan tentang telah terjadinyva perkawinan sebagaimana

didalilkan Penggugat, ' hal mana sesual pula dengan bulkti

surat (P.1) yvang merupakan akta otentik dengan nilas:
pembuktian yvang serourna, sehingga dengan demikian harus
dinyatakan telah terbukti bahwa antars Penggugat dengan
Tergugat bterikat perkawinan vang sah sajak tanggal 11
September 1995, perkawinan mana hingga kini telah dikaru
niai keturunan 2 PG BMBK G =~ o ostn o e i iy s s

Manimbang, bahwa alasan vang mendasari Fanggugat
menuntul ceprali dengan Tergugat adalah karena dalam rlimah
£angganya ¥ang dibangun bersama Tergugat, sejak 4 bul an
yang lalu  mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran Yang disebabkan karena Tergugat selaly
mema ks a kehendaknya untuk tinggal di rumah arang tuanya,
sedang Penrnggugat di  rumah Orang tua Tergugat tidalk
kerasan karenas Lidak cocok dengan keluargs Targugat : ~=

Menimbang. balwa achary Perselisihan dan per baeng
kKaran karena sebab tarsabut, B ) st dag samakin maron
Fiadinys pisahk Lampal tinggal antars Pang-
gugat oan lergugat, yamg ingga perkara dieajukan ke
Pengadilan Agama -Jembe, sudal berjalan tidak kurang dari
1 bulan, Panggugat pergi weninggalkan  Lempat kel i aman
bersama dengan tanpa pamit Tergugat dan sekarang barada

di  rumah Ay Lua p@ﬁggugdl,"“”““”“‘“““””““”“””““’"‘”'

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian seba-

gaimana telah didalilkan Penggugat tarsebut,

o

L

lam Jawabanmnya mangakui  balua Urraly Langganya

talah sering Lar jadi perselisihan dan parten

L



hingga berlanjut keduanys 3idup berpisah. Tergugaﬁ Juga,
membanarkan masalahnya. Hanya saja hal tersebut Targugat
lakukan semata~mata karena ekonomi Tergugat saat ini
sadang tidak stabil. Selanjutnya tentang keinginan Parg-
gugat manceraikarn Tergugat, Tergugat menvatakan keberat
an, demi menjaga kehidupan masa daepan anak-=anak ;s me—m

Menimbang, bahwa Panggugat dalam repliknys ﬁanyaw
takan tetap pada dalil-calil gugatan serta tuntutaﬁﬁya,
demikian juga Tergugatb oalam cdupliknya menyatakan tetap
pada dalil-dalil bantahannya dan keberatan bercerai ;«--——-

Menimbang, bakwa melihat sifat perselisihan dan

Ay iy

‘}hmrfengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Targugat,
maka sejalan dengan ﬁakaud pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. pasal 22 Peraturan Pemerin-
tah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah memarintahkan
kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan waksi~
saksi yang berasal dari kaluarga dan atau Orang~orang
yang dekat dengan Penggugat darn Taergugat untuk didengar
katﬁP&HQHHHYM;””"w“hwmmm.h.A,_n”““mmem"" o o i AT SR

Merimbang, balwa i B pEr inbah tersebut Penggugal

dar Tergugat masi ng-masing telah mehgtedl  kan S0 Paig
al y

Memimbang, bahwa dalamn perzidangan sahk=i-saksi
yvang dibadirkan clal Panggugal dan Targugat telah memany-
i maksud pasal 171 dan’ 172 HIR dengan mmmbgrikan kata
Fangan yang saling bersesuvaian saty Sama lain, sstidaknya
dapat ditemukarn Fakta hukum bahwa sekitar 5 bulan yahgﬁl ."
lalu rumal tangga Penggugat dan;.hfjugat sudah tidak

harmonis dan keduanya Lelak hidup berpisah. Hal tﬁ#ﬁggﬂﬁz

- | 1 J.'--
dikaranakan masalah tampat tinggal = di mana ;ﬁaﬂggggaﬁh‘h_

tidak mau dizjak tinggal di rumah orang tua Tergu@#hc



sebagal suami isteri sudah bidak mampu Iagi

dengan alasan tldak cocok @pada keluarga Tergugat ;~ ===

Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim telah
memerintahkan kepada Tergugat agar di luar persidangan
selalu mendekati Panggugat dalam rangka meluluhkan hati
nya sehingga mau rukun kembali sebagai isteri Tergugat,
usaha mana telah pula dilakukannva olah Targugat @erulang
kali, saksi-saksi yang dihadirkan olaef P@ngguga§ can
Tergugat di persidangan pun menyatakan talah pernah
berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar
rukun kembali s@abagal suami isteri, tetapi tidak e by
Jil;,_NUWWWWNNMH_MWW“W"WW"Www"”uWuwm~_mwmmwuﬁwwwmmm,@ww" .....

Menimbang, babwa sajalan dengan pasal 76 ayvat (2)
Undang~Undang Nomor 7 tahun 1982, Majelis Hakim Lalah
pula mengangkat Hakam min Jikatil Hakim, yang laporannya
telah disampaikan pada persidangan Langgal 08 Septembar

2002 sebagaimana terurai di B BE ) o e e e

Menimbang, bahwa hal-hal di atas marupakan fakta

yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk mend 1ad

serta berkesimpulan bahwa rumatt bandgdaa Panggugat dan

Fargugat telak terjadi pereslisilan can per tengkar an yEng

barlarut-1arut S8rta sulit LnkEul dhi sabukan kembali saba-
gad muaml  Tsterdi,  rumah Langgarive sudah bidak harmomnis
dan tidak lagi dilandasi rasa saling ¢imta dan sal ing
memberikan kasih sayang, atau dengan kata lain hati

masing-masing pihak telah pecak sebagai akibalb dari

adanya  tingkah laku Tergugat Yang =zangat odibenci mlmh

Penggugat sebagaimana bertrad i abgs; - S

]

Menimbang, bahwa dengan pecabhnya hati Panggqgaﬁ

Ll
dan Tergugat mengindikasikan balwa Panggugat dan Te

kewajiban lubhurnys untuk Mencapai tujuan pe



sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor -
1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta
firman Allah dalam Surat Ar~Rum avat 21, seshingga dengan
demikian perkawinan mereka tidak layak unbtuk tatap dipear-
BRI a1 Sy == rhini e s vl i S e it o 1 e e i e e G T s 5

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuvraikan

terdahulu bahwa Tergugat di muka parsidangan pada awalnya
menyatakan keberatan bercerail dengan Penggugat. Taerhadap
kemauan Tergugat tersebul, Majelis Hakim dapat memahami
nya. kavana mempertahankan keutuban rumah tangga adalah
syatu perbuatan luhur dan. amat terpuji. Akan tetapi dalam
kanymtaannya, Panggugat sudah tidak ingin bersuamikan
Tergugat dan sudah tidak lagi menarub rasa cinta lagi
kepada Tergugat, Kkarena masalah Jemuran pakaian. Berda-
sarkan kanyataan tersabut, Majelis Hakim patut berkayakin
an bahwa  betapapun  rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tatsn dipartahankan keutuhannya dalam <uasmana kecintaan
serta kasih sayang yang hanya sepihak, yakni bhanya Tergu-~
gat =ajs yang masib mencintai FPenggugat dan keberatan
berobrat, akan timkol lebilh banyak padloret dari pada

man faabnya bagi kedwa pihak Terle bih Tagi apabils kea-

an rumaly Labgga Jang suddal sedemifian rupa 1tl Jdipakea-
kan wntuk rdkan kembali sebagal suaml isterd . teEntu dapat

dHpastikag hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa

maslahat bagi rumah tanhgganya. Padahal menolak kﬂmadlcrm%

an weajib didahulukan dari pads menarik kemas Lﬁh&ﬁ&ﬁ.*#“bww }‘

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan, Tei

menyabakan sudah tidak Keberabasn lagi nuk dicerad
: o

Fenggugat. . termasuk masalah anak-anak, Tergugat

kan semuanya kepada Penggugat untuk mé?awat;;*ww?ﬁ

-,

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudansi



Agung RI Nemor 534.K/Fd$f1®?6 tanggal 18 Juni 1996
ditemukan kaidah hukum babwa dalam hal parceraian vandg
perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih

dapat dipertahankan atau tidak, tanpa memperscalkan slapa

vang menjadi penyebab terJadinya persalisihan dalam rumah
te‘;‘mgga tarasbyt At o e s s, e i i o s b (o i s
Menimbang, bahwa dalamn Yurlisprudensi ﬂqhkamaﬁ
Agung RI nomor 237 .K/AG/1938 tanggal 17 Maret 1999
diangkat suatu abstraksi hukum, bahwa sepasang sSuami
isteri yang telah cekcok satyu samna lain, keduanya sudah
hidup berpisah, tidak lagili hidup bersama dalam sabw
tempat kediaman bersama dan isters pun tidsak berniat
merneruskan kehidupan berumah taligga dengan suaminya
Sebagai suami lsteri lagi. Hal terszebul dipandang sebagai
suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan

pErceralan thagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat {2)

Undang-~undang MNomor: 1 Lahun 1274 Jo. pasal 19 Peiaturan
Pamerintah Homor" & 9 Bahiif LOTEy ~em -l o i U
Manimbang, bahwa bardasqkan partimbangan pertin-

Langan  tersebut di atas . haka FMajgelis HMakim bes fencdapat
brebwia  Pengougat  télah berhasiil meEnbukt ikan  dalil-dal il
FLain —peCaralanny Sanual hukum, sehingga dangan

e ki an gugatan Fenggugal patul dikabulkan: - "o e e e S

-

Meninibang, babwa berdaszrkan paszal 89 ayak (1)
Undang-Undang. 7 tahun 1989, maka biaya parkara dibebankan
L
I "‘H-Mldd g ngougat o e e Ll P 10 et Y - e e i g R R T
Mengingat:, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 =arta
segala ketanptuan perundang-undangan yai, berlaku den
hukum syara’ yang berkaitan dengan penkara Lind ;- - S
MENGADRILS

Metigabul lkan aidggad an Panggugat, | -« LRSS i S gt by = e e B e




Manjatuhkan talak satugba’™in daei Tergugal (ALI SOBRI
bin MUJALI) kapads Penggugat (PUJI UTAMI binti P.SURA-
JI);memmmmmwwmmw,m_wmhww¢“m.W. W o o S S A 5 e Rt 4 Ao e R

Membeabarnkan blaya perkara ini “@pada  PangglUgat Yang

nNingga mani dihitung sebesar Rz, 162,000, (saratus

enam pulub dua ribu rupiah) ;- e e

Camikianlah putusan ini ILjatuhkan ¥pada hari

Sanin, tanggal 08 September 2003 Ma.ohi bertepatan dengan
tanggal 11 Rajab 1424 Hijrivah, olsl, kami Drs.M. SYAFI'IE
THOYYIB, SH sebagai Hakim Ketua se-ta Drz. ARFAN MUHAM-
MAD, SH. MH. dan SULHAN,SH.MH . | Lng-masing sabagai
Kim Angaobs » PULUSAN mana paca B Loitue jJuga dfuc aplat

v sidang yad 9 dinvatakan Lo | Urrcdk  winum oleh
Majealis Hakim tersaby Lo@engan o ibant cil el MOH. ASIR,
SH. sebagai Panitera Pengganti sert lihadiri oleh Pang

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

Ttd. gl

Drs. ARFAN MUHAMMAD

- ——————— ———————— AL

193]
I

-MH. DRS. M.SYAFI'IE THOYYIB, SH

Ttd.

SULHAN, SH. MH

EANTT RA PENGGANTI ;

MOH. ASIR, Sh.
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Keterencan .

b 10i . Eai nyei Kelusten Wulum tetsn mel, 23 -0~ 2003
Putusean ini telsh mempuny vaalters Mude Huta

Ttd.

Drs MITHAMAD SCIIXHAN,




